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ABSTRAK 
 

Redi Kurniawan/222014216/Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh 21 
Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Musi Mandiri 
Palembang. 
Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat 
wajib bagi setiap negara kepada negara. Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban. 
Wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. 
Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak 
merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan peraturan perpajakan, tetapi 
jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba 
dan likuiditas yang diharapkan. PPh pasal 21 ialah pajak yang dikenakan atas 
penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima 
oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan 
kegiatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada 
PT. Mitra Musi Mandiri Palembang yang menunjukan bahwa perencanaan pajak sangat 
berperan dalam pajak penghasilan dan guna untuk mensejahterakan karyawan pada 
perusahaan dalam menekan dan meminimalkan beban pajak perusahaan tetapi tetap 
dalam konteks peraturan perpajakan yang berlaku. 
Kata kunci : Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. 

Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi 

(perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan 

program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah 

memberikan keuntugan yang maksimum untuk jangka panjang (long term 

return) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah 

menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada 

perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi 

perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. 

Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan 

kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. 

Tax Planning adalah suatu cara yang dapat dilakukan atau 

direncanakan oleh wajib pajak agar pajak yang menjadi tanggungannya 

menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang 

berlaku. Jadi dalam membuat perencanaan pajak (tax planning) suatu 

perusahaan tidak boleh melanggar peraturan perpajakan yang sudah 

diberlakukan oleh Undang-undang perpajakan. Pengetuahuan memadai bagi 

perusahaan merupakan langkah penting dalam perencanaan pajak karena 

1 



2 
 

berguna dalam menentukan celah-celah (loopholes) yang menguntungkan. 

Tindakan ini dimungkinkan, karena bagaimanapun lengkapnya suatu Undang-

undang belum tentu mampu mencakup semua aspek yang diinginkan. 

Perencanaan pajak (tax planning) sama sekali tidak bertujuan untuk 

melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan 

peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak 

dan tidak merugikan Pemerintah dan dengan cara yang legal. Oelh karena itu 

diperlukan manajemen pajak melalui perencanaan pajak yang bertujuan 

menekan pajak untuk menghemat pajak yang paling efisien. 

Wajib pajak badan selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan 

menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan 

peraturan perpajakan tentu sah-sah saja (legal). Hal ini dimaksudkan untuk 

memberi kepastian hukum bagi Wajib Pajak Badan. Akan tetapi di sisi lain, 

pemerintah tentu juga berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan 

perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk semata-mata tujuan 

penghindaran pajak yang akan merugikan penerimaan negara. Dengan 

perencanaan pajak, diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan 

atau penghematan biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang terutang. 

Berdasarkan keterkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-

Undang Pajak Penghasilan; Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 

31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah 
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dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 57/PJ/2009 Tanggal 12 

Oktober 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang 

Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang 

tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT) 

beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat. Ketentuan aturan 

pelaksanaannya akan selalu diberlakukannya undang-undang Pajak 

Penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 

2009 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. 

Perusahaan PT. Mitra Musi Mandiri merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang penyalur resmi BBM Industri dan Pertamina Patra 

Niaga untuk keperluan Industri dan marine, dengan berbagai jenis Bahan 

Bakar Minyak (BBM), selain sebagai penyalur resmi BBM Industri, PT. Mitra 

Musi Mandiri Palembang juga bergerak dibidang pengadaan barang/jasa 

mekanikal dan elektrikal. Dari informasi yang sudah ditinjau oleh peneliti, 

bahwa perusahaan mempunyai tujuan untuk mencapai laba yang signifikan 

dengan cara memprioritaskan kesejahteraan pegawai dengan resiko laba 

perusahaan akan terpangkas lebih kecil tetapi pembayaran pajak atas beban 

pajak terhutang perusahaan masih tetap sama. Walaupun perusahaan 

mengeluhkan atas pembayaran pajak yang semakin meningkat dan belum 

optimal, perusahaan mempunyai misi untuk mengoptimalkan jumlah 

pembayaran pajaknya serendah mungkin dan meningkatkan kesejahteraan 

pegawai tanpa ada unsur kecurangan dalam melakukan pembayaran pajak 
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terhadap Wajib Pajak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 

Perpajakan yang legal. 

Adapun data pembayaran Pajak Penghasilan 21 pada PT. Mitra Musi 

Mandiri Palembang, yang dapat dilihat pada tabel I.1: 

Tabel I.1 

Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Setahun 

Per 31 Desember 2017 

(Dalam Rupiah) 

 

Keterangan PPh Pasal 21 

Gaji Pokok  72.000.000 

Uang Lembur 3.000.000 

THR 1.800.000 

Iuran yang dibayar pemberi kerja 

 Premi asuransi kecelakaan 1.200.000 

Premi asuransi kematian 600.000 

Penghasilan bruto/tahun 78.600.000 

Pengurangan: 

 Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto) 3.930.000 

Iuran yang dibayar pegawai 

 Iuran JHT (2% x gaji pokok) 1.440.000 

Jumlah pengurang 5.370.000 

Penghasilan Neto/tahun 73.230.000 

PTKP 58.500.000 

PKP 14.730.000 

5% x Rp. 14.730.000  

PPh Pasal 21 atas PKP setahun 736.500 

Sumber: PT. Mitra Musi Mandiri, 2018 

Berdasarkan Tabel I.1 Laporan perhitungan PPh Pasal 21 PT. Mitra 

Musi Mandiri yang ditanggung oleh karyawan dalam hitungan pertahun sudah 

cukup optimal, tetapi perusahaan masih berpotensi tinggi untuk melakukan 

perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 demi mensejahterakan karyawan 

perusahaannya dengan skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak 
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dilarang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti untuk 

tahun 2017 PT. Mitra Musi Mandiri dapat memulai perencanaan pajaknya 

dengan tidak hanya memberikan benefit in cash dan natura saja untuk dapat 

meminimalkan pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan , tetapi juga 

dapat melakukan perencanaan pajak dengan melakukan metode gross up yaitu 

memberikan tunjangan pajak pada karyawan seperti yang dilakukan banyak 

perusahaan. Perencanaan dalam bentuk tunjangan makan, tunjangan pulsa, 

dan tunjangan bahan bakar minyak untuk ditambahkan ke penghasilan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk malakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh 

21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Mitra Musi 

Mandiri Palembang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan berbagai permasalahan yang tersirat dalam latar belakang 

penelitian, maka masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

Bagaimana upaya PT. Mitra Musi Mandiri Palembang dalam melakukan 

penghematan pajak dan melaksanakan perencanaan pajak penghasilan badan 

sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis maka 

tujuan penelitian adalah: 

Untuk mengetahui perencanaan pajak (tax planning) dapat mengefisienkan 

pajak penghasilan pada perusahaan yang diteliti, dan berdampak kepada 
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kesejahteraan pada pegawai perusahaan dan tidak melanggar perundang-

undangan perpajakan yang telah diberlakukan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan 

akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara empiris tentang 

bagaimana meminimalisir beban pajak melalui fungsi perencanaan pajak 

(tax planning) tanpa melakukan tindak manipulasi atau kecurangan dalam 

pembayaran pajak ke Negara. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan  dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan 

dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan referensi 

dalam usaha menerapkan tax planning  yang sesuai dengan kondisi yang 

ada di perusahaan. 

3. Bagi Almamater 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refernsi bagi peneliti 

lain dimasa yang akan datang. 
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